
 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 62 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEPADA 

PENYEDIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Perturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Melalui Penyedia serta dalam rangka penyelesian pekerjaan 

konstruksi agar dapat segera difungsikan dan dimanfaatkan, 

maka dipadang perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Probolinggo tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian 

Pekerjaan Konstruksi Kepada Penyedia Di lingkungan 

Pemerintah Kota Probolinggo.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 



2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6018); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 2018 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2016 Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28). 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN 

PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEPADA PENYEDIA 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Pemberian Kesempatan 

Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Kepada Penyedia di Lingkungan Pemerintah 

Kota Probolinggo telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 

Penyedia untuk digunakan sebagai acuan Pejabat Pembuat Komitmen. 

 

Pasal 2 

Pemberian Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai 

ketentuan sebagai berikut : 

a. pemberian kesempatan dapat diberikan kepada Penyedia yang gagal dalam 

menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan sesuai masa kontrak berakhir, apabila 

Pejabat Pembuat Komitmen menilai Penyedia mampu untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut; 

b. pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimuat dalam 

adendum kontrak apabila didalamnya mengatur waktu penyelesaian 

pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan 

Perpanjangan jaminan Pelaksanaan; 

c. pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

dilakukan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa 

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; dan 

d. pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melampaui Tahun Anggaran. 

 

Pasal 3 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

a pemberian kesempatan harus berdasarkan Analisis Pejabat Pembuat 

Komitmen; 

b pemberian kesempatan bukan hak penyedia barang/jasa; 

c pemberian kesempatan tidak boleh bersamaan dengan perpanjangan waktu 

kontrak; dan 



d dalam hal pemberian kesempatan melebihi Tahun Anggaran selain 

berdasarkan Analisis Pejabat Pembuat Komitmen, harus ada jaminan 

ketersediaan anggaran tahun berikutnya dari Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

 

Pasal 4 

Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus 

terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

berikutnya untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 5 

Peraturan  Walikota ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan,  dan  

berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   18 Mei 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal  18 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 62 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 


